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aperda) tentang = Apalagi sebelumnya peme-  raperda itu dihapyikcan.

#a Ruang Kar = rintah Jakarta| pernah - Dalam dratRa a ten-
: i engkaji raperdd tersebut.  tang Rencana Tat§ Ruang
Menurut Saefullah, pe- Kawasan Strategi§l Pantai
erbitan izin mendirikan  Utara|Jakarta yan@l pernah

Gﬂﬂgdl'?i!ﬂ sit i : Untuk Raperda tentang tang Rencana Tat@l Ruang
encana Zonasi Wilayah Kawasan Strategi§j Pantai
esisir dan Pulau-pulau Utara Jakarta. juga

; Pemerintah . ec:l, kata Saefullah, pe- mempertanyakanflaturan
| menghapus = merintahDKItinggalmelan- ~mengenai kewajifgan pe-
i Peraturan = jutkan kembali kajiannya. ngembang reklanilsi jika
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ah DKIberen: | bangunan (IMB) untuk dibahas bersamdfi Dewan
eng ur ta-ta ruan, angunan di |kawasan itu, tertera tiga ajiban
asl. | Pantai Maju tidak perlu  pengembang  rflamasi
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! i[',a.'('l. Daerah DKI enunggu pengesahan pada pemerintah (@ KT Ja-

| ah menutur- | Raperda tentang Rencana karta] yaitu kefvajiban,

| perdd itu dibatalkan | Zonasi Wilayah Pesisir dan  kontribusi, dan bahan

| | pefnerintah DKI flau-pulau Kecil. Sebab, ~ kontribusi. “Kalaiiraperda

' lag me_lan]utkan . raperdaituhanya berfungsi  itu dibatalkan, s kom-

| hmasi di Teluk tuk mengatur =zonasi pensasi tambahg#l kontri-

| - Sdlain itu, pulall | pylau-pulau. “Tidak ada = businya seperti 4fja?” kata

: ang telah ter- | [aitannya (antara raperda  dia.

| PUlaHC(klr'% . dan penerbitan IMB),” ujar Sebelum rapdfda itu
jwasan Pantai | dia. , ditarik oleh bernur

sulad D (kini disebut = | Kepala SeksiTata Kelola  Anies, pembahasgh Raper-
il _): dan Pulaq . [Pesisir, Laut, dan Pulau-  da tentang Ren Tata
isebut Pantal = pulau Kecil Dinas Ke- Ruang Kawas trategis
elah menjadi = |tghanan Pangan)Kelautan,  Pantai Utara ||§§ Jakarta
1 termasuk da- | |dan Pertanian Devi Lidia  menggantung di {hsal tam-
h Jakarta. “Jadi = Imenuturkan kajian atas bahan kontribusifiKala itu,
Raperda tentang Rencana ~ Gubernur DXKI|iberbeda
Zonasi Wilayah Pesisir dan =~ pendapat denganifsejumlah
Pulau-pulau K*ecil telah  anggota Dewan§l tentang

- [rampung. Saat [ini, Dinas ~ tambahan tribusi
| masih menunggu jawab- yang .wajib ayarkan
' |an dari Kementerian Ke- = pengembang re asi ke
. |lautan mengenai kajian  pemerintah DKI
draf raperda itu.} @ JULNIER RMANSYAH
Setelah™ Kementerian — | -
Kelautan memberikan per-

setujuan atas kajian itu,
kata Devi, raperda akan
diserahkan kepada DPRD
Jakarta untuk dibahas
menjadi peraturan daerah.
“Targetnya raperda itu
rampung pada 2019, ujar
dia. ‘
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penerbitan izjn mendirikan bangunan
berdiri di kawasan Pfintai Maju untuk
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Pantai Jakarta

Pantai Utara Ja

perumahan hor

dan mengklaim dan kawasan p:
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puk Naga Indah tela
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sehingga pema

bagai hasil reklamasi
rta, sebagaimana dimaks
) tentang Rencana Tata |
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yang terpadu m

_untuk mengarahkan_kegiatan|
pengembangan serta peman ‘
atan sebagai [

an daerah di
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sesuai dengan aturdh. Berikut ini aturan yang dijadikan dasar menjadi lebih terarah.
|| . dalam penerhitan IMB itu. i_‘- "

Peraturan Pemeritah Nomor 36 Tahun 2005 tentang PRK Pulau C
Peraturan Pelaksanfian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 dalam Pasal 2
tentang Ban han §iedung. : e _

: . Pasal 18 § PRK Pulau R
i ayat3d |

Bagi daerah yangfbelum memiliki RTRW kabupaten/kota,
RDTRKP dan/atau HTBL untuk lokasilyang bersangkutan, dengan persya
pemerintah daerah flapat-memberikgn persetujuan mendirikan apabila Pera
bangunan gedung piida daerah tersebuﬂuntuk]angka waktu Jakarta ditetap
sementara. fif || - | { dengan peratur

' ayat4 | tersebut menja

Apabila RIRW kapupaten/kota, ROTRKR dan/ atau RTBL untuk éUMBER_ Eae
lokasi yang bersangkutan sebagaimgna dimaksud pada ayat (3) NOMOR 206 TAHUN
telah diteta h fuligsi bangunan gadung yang telah ada harus  — —— =
disesuaikandengarf ketentuan yang ditetapkan.

Peraturan Guberfiur DKI Jakarta Nomor| 206 Tahun 2018
tentang Panduan Rancang Kota (P{K);;Pulau C, D, dan E Hasil
' Reklamasi Kawasah Strategis Pantai Utara Jakarta.
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Penyusunan PRKPulau C, D, dan E dimaksudkan untuk

memberikan pedonfan dalam persiapan dan perencanaan

turan Daerah 1
kan, peratura

di tanggung ja
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Basal 3
D, dan E hasill
arta ini bertult
elalui konsep §
zontal, perumg
erkantoran, pel
terbatas beserta fasili :

pklamasi Kawasan Strategis
in untuk menciptakan kawasan
perblok dengan fungsi .
an vertikal, kegiatan pariwisata
agangan, dan jasa secara

o lam satu kesatuan perencanaan,
dn ruang kota di sekitar kawasan

asal 4

lau E sebagaimana dimaksud
Sifat indikatif. : =

D, dan E ini ditujukan
brencanaan dan persiapan
htan ruang Pulau C, D, dan E,
rikut: : i
tang Kawasan Strategis Pantura .
ubernur ini harus disesuaikan
sud dan segala risiko atas hal
b pengembang Pulau C, D, dan E.
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